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MOTO

The Mystery Of Human Existence Lies Not In Just Staying Alive, But In Finding
Something To Live For.

(Fyodor Dovtoestky - The Brothers Karamazov)
PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta
alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang saya tulis ini
dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda

Sebagai tanda bakti, penghormatan, dan sembah sujud yang tulus, saya persembahkan
karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Chopin Marchiand Ralf Bunch dan Devi
Megawati, yang dengan penuh kasih telah melahirkan, merawat, menjaga, dan
mendidik saya sejak bayi hingga dewasa, sehingga saya dapat menjadi anak yang saleh
dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata
perjuanganmu takkan pernah dapat terbalas sepenuhnya; semoga setiap doa dan
harapan yang telah kalian panjatkan senantiasa dikabulkan oleh-Nya. Jika karya ini
dapat menjadi amal kebajikan, izinkanlah ia juga menjadi persembahan istimewa untuk
kedua orang tua kami. Kelulusan ini adalah langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih
mandiri, sekaligus sebagai bukti syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang
telah kalian berikan. Doa serta restu kalian sangat saya nantikan dengan penuh harapan.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesehatan
kepada kedua orang tua tercinta, mendampingi setiap langkah hidup kita ke depan.
Dengan sepenuh hati, saya persembahkan karya ini sebagai wujud cinta dan rasa syukur
atas segala yang telah kalian lakukan.

Dosen pembimbing skripsi
Dengan segenap kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang
mendalam kepada Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. atas bimbingan
dan nasihatnya yang tak ternilai selama masa penyusunan skripsi ini. Berkat arahan
dan dukungan beliau yang penuh kebijaksanaan, saya mampu menyelesaikan
penelitian ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan keinginan beliau yang
senantiasa menginspirasi setiap langkah perjalanan akademis saya.
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RINGKASAN

Jabunk Feraldy Marchiand Junior. 2025. HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. Skripsi. Program Sarjana,
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 115 halaman,
Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.

Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa adalah elemen
penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif di Indonesia. Meskipun negara telah
meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD), Namun, pelaksanaan prinsip ini di tingkat lokal masih
menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait interpretasi normatif yang kabur. Salah
satu persoalan utama terdapat dalam Pasal 33 huruf j UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan
atas UU No. 6 Tahun 2014, yang mencantumkan syarat "berbadan sehat" bagi calon kepala
desa tanpa definisi yang jelas. Ketiadaan standar eksplisit memungkinkan interpretasi subjektif,
yang sering kali diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Contoh nyata adalah kasus
Hazinul Amri di Jambi, di mana ia ditolak sebagai calon kepala desa karena cacat fisik
meskipun kondisi tersebut tidak memengaruhi kemampuannya menjalankan tugas. Kondisi ini
bertentangan dengan Pasal 9a dan Pasal 13a UU No. 8 Tahun 2016, yang menjamin hak
penyandang disabilitas untuk diperlakukan setara di hadapan hukum, termasuk hak politik
untuk memilih dan dipilih. Prinsip nondiskriminasi juga sejalan dengan amanat Pasal 281 UUD
1945, yang menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk hak
politik, tanpa diskriminasi. Dalam kerangka demokrasi inklusif, partisipasi aktif penyandang
disabilitas dalam pemilihan kepala desa tidak hanya sebagai implementasi hak politik, tetapi
juga sebagai bentuk penguatan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi
norma yang lebih jelas dan non-diskriminatif dalam peraturan perundang-undangan, guna
memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses setara untuk berkontribusi dalam
sistem politik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian
adalah penelitian doktrinal, yakni mengevaluasi bagaimana pengaturan hak untuk dipilih di
Indonesia serta memberikan rekomendasi formulasi norma sehingga bisa menjamin hadirnya
pemilihan kepala desa yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan sifat penelitian
hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk
menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan
hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika
dan argumentasi hukum.
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Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas dalam konteks demokrasi di Indonesia
merupakan salah satu hak politik yang fundamental, sebagaimana dijamin oleh berbagai
instrumen hukum nasional dan internasional. Ratifikasi Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan pengesahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan kewajiban
negara untuk menjamin kesetaraan peluang dan aksesibilitas politik bagi penyandang
disabilitas. Namun, tantangan utama dalam implementasi hak tersebut terletak pada penerapan
regulasi yang belum sepenuhnya inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok ini.
Persyaratan seperti “berbadan sehat” dalam Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sering kali menjadi
hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ketentuan
ini cenderung diinterpretasikan secara diskriminatif tanpa mempertimbangkan kapasitas
individu atau dukungan teknologi yang memungkinkan mereka menjalankan tugas
pemerintahan secara efektif. Bagaimanpun juga, partisipasi penyandang disabilitas, baik
sebagai pemilih maupun calon, adalah indikator penting dari legitimasi demokrasi. Prinsip
nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 harus diterapkan dalam semua tahapan proses politik, termasuk
pemilihan kepala desa. Hal ini memerlukan langkah-langkah afirmatif seperti penyediaan
fasilitas aksesibel, pelatihan bagi penyelenggara pemilu, dan edukasi masyarakat untuk
menghapus stigma dan stereotip negatif.

Syarat pencalonan kepala desa, khususnya ketentuan "berbadan sehat" dalam Pasal 33 huruf j
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014, menunjukkan bias terhadap paradigma model medis disabilitas yang cenderung
mendiskriminasi penyandang disabilitas. Interpretasi sempit atas syarat ini sebagai kesehatan
fisik semata mengabaikan kapasitas substantif, seperti kemampuan intelektual dan mental yang
dapat didukung teknologi atau akomodasi wajar. Hal ini bertentangan dengan prinsip
nondiskriminasi sebagaimana diamanatkan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan yang lebih progresif, seperti
yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
memperkenalkan prinsip reasonable accommodation dengan fokus pada kapabilitas substantif,
bukan sekadar kondisi fisik. Reformulasi syarat "berbadan sehat" pada Undang-Undang Desa
harus mempertimbangkan prinsip  proporsionalitas—kesesuaian, kebutuhan, dan
penyeimbangan—untuk memastikan inklusivitas tanpa mengorbankan kompetensi calon
kepala desa.
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ABSTRAK

Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas merupakan elemen penting dalam demokrasi
inklusif di Indonesia. Meski negara telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD), implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan,
khususnya dalam norma "berbadan sehat" pada Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan
ini sering diinterpretasikan secara diskriminatif karena kurangnya definisi eksplisit, sehingga
menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Kekosongan norma ini bertentangan
dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 8
Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis hak untuk
dipilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
melalui analisis teks secara sistematis.

Hak politik untuk dipilih, termasuk bagi penyandang disabilitas, merupakan pilar demokrasi
inklusif yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan CRPD.
Namun, interpretasi diskriminatif terhadap frasa "berbadan sehat" dalam Pasal 33 huruf j
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 sering menjadi hambatan sistematis bagi penyandang disabilitas dalam
berpartisipasi. Reformulasi persyaratan ini menjadi kriteria berbasis kemampuan substantif
dengan dukungan teknologi, kebijakan afirmasi, dan adaptasi lingkungan sangat diperlukan
untuk mengatasi bias hukum serta sosial. Langkah ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan
nondiskriminasi, memperkuat legitimasi demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan
bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Kata kunci (keyword): hak politik, penyandang disabilitas, pilkades, inklusif
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